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Diperlukan Aturan Standar Partisipasi Bermakna

JARARTA, KOMPAS — sosiasi
Pengajar Hulomm Tata Nega-
ra-Hukum Administrasi Mestara
e rat perlunya penguatan
partisipasi publik dulum pem-
Pmatan undang-nmdang,  Kha-
susnva bagl kelompok rentan
atan marjinal. Regulasi menge-
nai  partisipusi bermakna ini
mwesih berschar schinggn ada ur-
gensi untuk membuat pedoman
wvarg lebih jelas mcogenal pe
Laksanaan partisipasi bermakna
dalinn pembentulan wndang
undang.

Pentlingres peongeturmn lebih
Lanjut mengenai partisipasi ber-
makna dalam proses  legislasi
aban  mesmiagfiad particiafion
tersebut menjadi salah satu po
in e komendasi yvang dihasilkan
dalam  Ronferensi MNosbonal
Agnsiasi Pengajar Hukum Tata
Negara-llukum Administrasi
Megara (APHTMN-HANY ke-TVW
i Labuan Bajo. Mangsard Ba
rat, Musa Tengeara Timur, se-
luma Liga hart, pada 5-8 De-
acmnbwer 2025 Ronferensi di-
thuti sekitar 200 pengagar hu-
lam tata negara dan ukum
atlministirasi megara dan berba-
gl nniversitas di Indonesia,

“Undang-Unduang Pemben-
rikan  Peraturon Perusdang-
undangan sudah mengatur ten-
tang partisipasi vang bermakng
dalam pembustan undsng-un-
dang, Marnun, di tatarm pelak-
samaanmys  ini. kan, beragsn.
Oty karcna itu, pada Cingkalan
peraturan  pelaksanaan perla
dibuasl madel standar vang di
maksud  partsipasi bermakna
e seperli apa rang nenbiny
menjadi pedoman. Tentu de-
negan memperhabikon pulasan
Mahkanmah  Konstitu=i,”  kata
Olee Madrl, tim peruwmus reko
mewlasi sekaligpus Kepala Ba-
dan  Pengembanganr  Sumber
Thawva Adanusia APHTN-HAN,
Todvwr €10/122/ 302253,

Konferensi MWasional  AP-
WEN-IAN ke-1V menganzkal
retia “Tata Kelnla Penyveleng-
paraan  Meporn: Ronsbitusio-
malisme Phgitad (Bigital Con-

slitulipnalismp, Penataan Pemd
I, hinggs Mengelalaan Toeestasi
Megara (Sowvercign Wealth
Fumd )™,

Tema tersebut dipilih mem-
pertimbangkan perkembangan

kelatunesaraan  Konlemporer,
terminsuk  dzn-ism HTMN  dan

FLAMN mkival Dalam konferensi
nasianal ini, AFHTM-HAN me-

nerima 350 naskah bompetiti

dari para  pongajar,  poereinalt,
dan pemikir HTXN-HAM se-In-
donesia, termasuk dor WL
an hakim. Oagasan-gaga=an ity
didiskusikan hingega menghosil
kan sejumlah reknmendasi.

Temea besar terscbut kemu
dian dibahas secara lehih detail
ke dadoon lier pane ], berdees dari
konstitusionalisne - digital, pe-
rataan pemilu Jae pilloda, pe
nataan kewenaingan dan kelem-
bagnan pencgak hukum, penge
lolaan itwestasi negara, dan pa-
nel intermosional denpan temea
partisipasi pablik bermaks da-
lam pembuaatan repulasi

TParrisipasi  hermaknn  diba-
has ra khusus mengingat
erilasan sistem  representas
i negara demokrast modern
kini menuju ke arah yang kian
deliberatif partisipetif

UPelibatan masyarakor men-
jadi elemen kunci vang terwu-
Jud melalui partisipasi hermak-
na, meliputi= mHght o be beand,
wiglhd fo B covesidlored, dan rdaid
fo e eaguiained.” kata Oee

ME sudah mengmmanatkan
pentingnya partisipasi  puhlik
yang bermakna dalam seliap
proaes pembuatan undang-un-
dliang dalam putusannya normoer
LUV 2020 berhkait
P i Uncding Uaadarue
Cipta Berja Namun., publik me-
nilad, amacat MK it belum
dilaksamakan dengan semesti-
mval mrengingal boegitu banvak
va nndang-undang vang diaju-
kan wji formil ke ME seleluh
pratsan Mo 92020 Ind, antara
laim, UL THL (16 kali), UU Da-
dan Usaha Milik Negara (8 kali),
dan UL Cipla Kega

Tralam rekormend asingn, AP-

Pelibatan masyarakat
menjadi elermen kunci
yang terwujud
melalui partisipasi
bermakna.

Ml

HTMN-HAMN menvatakan, pe-
rgualarn partisipasi publik da
lam  pembustan undang-on-
dang dopat dilakukan dengan
menuan fatkan teknolog infor-
mast. Pelaksanaannya pun di
harapkan dapat Iebih suhstan-
Lif, tidak sekadar formalitas, Sc
haly, hal ita ssma dengan me-
ngcmbalilam kedoulatan kepa
da rakyat dan harus diterapkan
unluk regulasi vang berdampak
langsung terbaadap mkyvat,
Partisipast bermakna pun Ui
dak haleh hanga dimaknai de-
nEan memperhatikan  aspiras:
wang berkernlzng dalam isu-is
yang bersifal domestik ataw da-
Lam megeri, Menrut Ooe, AT-
TN -FLAN  juga merekomen-
dasilon  balwa ghgnsan vong
berkembang di suatu kawasan
juga patut unbuk dipertimbang-
kan, Utamamys dalam pembua-
regalasi  terkoit  dengon
isu-isu transisi energi, ketahan-
ar pangan, pembangunan bere
kelanjutan. pemanasan oiehal,
dan pelestarian lingkungan hi
dup.

Pemilu dan pilkada

Tirn perumus lainoya yvang
juga Ketus Tepartemen Aka-
demik  dan Pengajarmn AP
HTMN-HAMN, Rudy, mengatakan,
kenferensi nasional kali ind jug
merekomendasikan dilakukan-
nya penalaan padoet UL Pemi
I,/ Tilkada, termasak 17107 Partai
Pulitik.

Mndel kndifikasi dapat men-
jadi pilihan dalam melakiodean
preriihihan. nndang-nndang Jf
bidang kepemiluan ke depan.
Hal ifu perln dilakakan joih-ja-

ufi harn sebelum berlangsonge-
A prases tahapan pemihe sn-
pava fika wda peogujian ke Mah-
kamah  Konstimsi sl meng-
sangpu tahapan pemilu.

“Tii demni kepastian tabapan
pemilu/pilkada.” kata Budy

Ada sejumlah aspek yang
perlu penatasn untuk meres-
pons sejurtlaly patusan ME, ya-
it putussn terkait ambang ba-
tas pencalonan presidenswakil
presiden, ambang batas parle-
men, dan kelembagaan pemilu,
termasuk  pemila serentak
nasional  dun lokal, APITN
HAM mengingathan, parumns-
an soal hal substansial menin
daklanjuti putusan ME perlu
melibatkan partisipasi publik

"Terumiesan rekaya=sa kon-
stitusional, missdnva soul prese-
deretiial Mreshodd dan parfianen-
fary hroshold, perlu melibalkan
parfisipasi semnma pihak yang
memiliki perhetian lerhadap
pervelenggaraan pemila,  fer-
masuk parta politik vang tidak
memperclel kuvsi di TR de-
ngan mencrapkan  partisipasi
pubklik wvang bermakna™ njar
Boudy

Hal lain yang menjadi per-
hatian peserta bonferensi ada-
Tah independensi kelembagaan
pemvelengearas pemilu (KPLL
Bamvasin, dan DEPF)L Indepsen-
densi ini bersifat mutlak unbak
menjaisin pelaksamane porilu
yvang berintegritas, berlangsung
v, Bobas, rihasia, jujur dan
adil. Perlu pula dilakukan pe-
natan wlang mengenal pena
nganan sengketa pemilihan,

"Poedu ada pencgasan balas
kewenanpan  antarmekanisme:
Liovwaslu sebaggal geeersi-oedicioad
Foddy, Pengadilan Tinggi Tata
Usaba  Negara,  Mahkamah
Apung, dan MEL Penataan batas
hewenangan imi sejulan dengan
prinsip efecfarn! jusfioe aysfent
wing sacenuntul keadilan, kepas
tian hukum, dan etfekrivitas,”
demibdan salah satu bunyi reke-
mendasi Konferensi | Nasional
APHTN-HAN  seperti disam-
paikan Ruody A
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